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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
IKATAN STATISTISI INDONESIA

DAN

FORUM PENDIDIKAN TINGGI STATISTIKA INDONESIA

TENTANG

PEMBINAAN, PENGUATAN, DAN PENGEMBANGAN
BIDANG STATISTIKA DAN SAINS DATA

NOMOR: 03/KS.M/23-VII/2021

NOMOR: VII/ISI/03/TAHUN 2021

NOMOR: 17/FPTSI/VII/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh satu (23-7-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARGO YUWONO : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam

2. ANANG KURNIA

hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Pusat Statistik,
berkedudukan di Jalan dr. Sutomo
Nomor 6-8, Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Wakil Ketua Ikatan Statistisi
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Ikatan
Statistisi Indonesia, berkedudukan di
Gedung CESPO, kompleks kampus
Institut Pertanian Bogor
Baranangsiang, Jl. Pajajaran, Bogor,



untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

3. YUDHIE ANDRIYANA : Ketua Forum Pendidikan Tinggi
Statistika Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Forum Pendidikan Tinggi Statistika
Indonesia, berkedudukan di Gedung
Departemen  Statistika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Padjadjaran, Jalan
Raya Bandung Sumedang Km. 21,

Jatinangor Sumedang, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KETIGA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA
masing-masing disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK”.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas
pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1997 tentang Statistik;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan berbadan hukum yang
menjadi wadah bagi statistisi, pegiat, dan/atau peminat bidang
statistika di Indonesia;

c. bahwa PIHAK KETIGA adalah wadah komunikasi bagi penyelenggara
Pendidikan Tinggi Statistika di Indonesia; dan

d. bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam
melaksanakan tugas pendidikan tinggi sesuai program merdeka belajar -
kampus merdeka, membangun sistem statistik nasional, dan
pembangunan bangsa, maka PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya
masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan
prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling
menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan, Penguatan,
Pengembangan Bidang Statistik dan Sains Data (selanjutnya disebut “Nota
Kesepahaman”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana
tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:



Pasal 1
TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan
memanfaatkan potensi PARA PIHAK secara optimal melalui
pembinaan, penguatan, dan pengembangan bidang statistik dan sains
data yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja
sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka saling menunjang
penyelenggaraan tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik
nasional, dan pembangunan bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pembinaan statistik sektoral untuk mendukung sistem statistik
nasional;

b. Penguatan kapasitas dan pengembangan akademik melalui program
merdeka belajar — kampus merdeka,;

c. Sertifikasi keahlian bidang statistika dan sains data;

Penelitian, pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang statistika dan sains data;

e. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, seminar, pelatihan, publikasi, dan
kompetisi pada bidang statistika dan sains data; dan

f. kerja sama lainnya sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan
Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun,
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai
akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan
dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat
dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani masing-masing PIHAK.
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